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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efesiensi verifikasi partai politik peserta pemilu 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, danmenganalisis verifikasi par-
tai politik peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perspe-
ktif keadilan hukum Islam?Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks baik berupa buku-buku, 
Undang-Undang tentang Pemilu dan peraturan KPU. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitik.Hasil 
penelitian menyimpulkan bahwaVerifikasi Partai Politik tidak efisien karena melibatkan Partai Politik lama yang 
sudah diverifikasi sebelumnya dan telah lolos verifikasi di Pemilu 2014. Verifikasi faktual terhadap 12 partai politik 
calon perserta Pemilu 2019 ulang akan membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga terjadi pemborosan 
anggaran dan membebani APBN. Verifikasi bukan bentuk diskriminasi antara partai lama dengan partai baru 
namun lebih pada percepatan proses, efisiensi dan efektivitas dan Prosedur verifikasi partai politik dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sesuai dengan keadilan perspektif hukum Islam yaitu 
memberikan hak yang sama dan menempatkan sesuatu pada tempat karena tidak perlu dilakukan verifikasi factual 
terhadap partai lama dengan mempertimbangkan efesiensi. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk pemilu men-
datang dan pembangunan bagi kemaslahatan umat verifikasi faktual partai politik bisa menggunakan ambang batas 
dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada saat pendaftaran calon peserta Pemilu 2019 di Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) yang telah dilaksanakan oleh semua partai politik baik yang lama maupun yang baru.
Kata Kunci: Partai Politik, Pemilu dan Hukum Islam
Abstract: The Purpose of this research is to Analyze the efficiency of political party election verification based on 
Act Number 7 Year 2017 About Elections.  and to analyze the verification ofthe political parties of election partici-
pants based on Act Number 7 Year 2017 on General Election of Islamic justice perspective. The research data was 
collected through reading and study of text both in the form of books, Law on General Election and the General 
Elections Commission regulations. The thesis was analyzed by a descriptive-analytic technique. The result of the 
research Political Party verification is not efficient because it involves an old verified political party and has passed 
verification in the 2014 Election. Factual verification of 12 political parties who are candidates for the 2019 Election 
re-election will require a large enough budget to result in a budget waste and burden the APBN. Verification is not 
a form of discrimination between the old party and the new party but rather on the acceleration of the process, ef-
ficiency and effectiveness and the procedure for verification of political parties in Law Number 7 of 2017 concerning 
General Elections is not in accordance with Islamic legal perspective, namely giving equal rights and placing some-
thing in place because there is no need for factual verification of the old party by considering efficiency. The budget 
can be used for future elections and development for the benefit of the people factual verification political parties 
can use the threshold and the Political Party Information System (Sipol) when registering candidates for the 2019 
Election at the General Election Commission (KPU) that have been carried out by all political parties old and new.
Keywords: Political Parties, Election and Islamic Law
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Pendahuluan
Pemilihan Umum merupakan sarana dalam 
penerapan sistem demokrasi di Indonesia, pe-
milihan umum dilakukan dalam hal pemilihan 
Kepala Negara, Kepala Daerah, DPR, DPD, mau-
pun DPRD. Dalam konteks pemilihannya dilalui 
oleh dukungan Partai politik namun juga jalur 
independen. Namun dalam hal pemilihan Kepala 
Negara, DPR, DPD dan DPRD harus berdasarkan 
usulan partai politik.Partai politik yang dimaksud 
disini adalah partai politik yang lolos dalam be-
berapa tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh 
Komisi Pemilihan Umum.Tahapan-tahapan yang 
dilakukan berlandaskan pada aturan hukum yang 
berlaku. Adapun pemberlakukan dalam pemerik-
saan oleh KPU yang krusial adalah pada verifikasi 
administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan 
pada partai politik calon peserta Pemilu.
Budaya politik merupakan pola tingkahlaku in-
dividu dan orientasinya terhadap kehidupan poli-
tik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem 
politik,1  yang mana tidak hanya para anggota 
partai politik atau pemerintah saja yang termasuk 
dalam sistem politik, akan tetapi masyarakat yang 
sangat berperan penting dalam membangun poli-
tik yang demokrasi. Dengan melakukan pemban-
gunan demokrasi nasilonal, secara tidak langsung 
melakukan pembinaan bangsa (nation building) 
di segala bidang seperti : bidang ekonomi, pendi-
dikan, politik, sosial, dan dibidang budaya2  Maka 
diperlukan partisipasi politik yang tinggi dari ma-
syarakat, agar tingginya kadar demokrasi dalam 
sebuah Negara.
Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017  tentang Pemilu 2019 pasal 173 bagi par-
tai yang sudah melakuan verifikasi tidak perlu 
diverifikasi ulang, hal ini menimbulkan protes 
khususnya partai baru karena merasa ada dis-
kriminasi antara partai lama dengan partai baru, 
maka salah satu partai mengajukan gugatan ke-
pada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah 
Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi atas 
1Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, (Bandung : Sinar Baru, 
1988)  h.25
pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu 2019. Pasal 173 Undang-Undang 
Pemilihan Umum yang berbunyi:
(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan par-
tai politikyang telah ditetapkan/lulus verifikasi 
oleh KPU.
(2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu 
setelah memenuhi persyaratan :
a. berstatus badan hukum sesuai dengan Un-
dang-Undang tentang Partai Politik;
b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh pu-
luh lima persen) jumlah kabupaten/kota di 
provinsi yang bersangkutan;
d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh 
persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota 
yang bersangkutan;
e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga pu-
luh persen) keterwakilan perempuan pada 
kepengurusan partai politik tingkat pusat;
f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 
(seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) 
dari jumlah Penduduk pada kepengurusan 
partai politik sebagaimana dimaksud pada 
huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan 
kartu tanda anggota;
g. mempunyai kantor tetap untuk kepenguru-
san pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabu-
paten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
h. mengajukan nama, lambang, dan tanda 
gambar partai politik kepada KPU; dan
i. menyerahkan  nomor  rekening  dana  Kam-
panye  Pemilu atas nama partai politik kepa-
da KPU.
(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi den-
gan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan se-
bagai Partai Politik Peserta Pemilu.
Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Frasa “Telah 
Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) beberapa 
partai politik menganggap ini bentuk diskrimina-
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tif dikarenakan Partai Politik yang baru berbadan 
hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk 
menjadi Peserta Pemilu 2019 sedangkan Partai 
Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 tidak diwajib-
kan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 
Tahun 2019 dan Islam pun mewajibkan kita untuk 
berbuat adil.
Dalam satu Partai Politik dengan kesamaan 
Cara Pandang, Ideologi dan Tujuan untuk 
mencetak kader-kader Partai untuk menjadi Pe-
mimpin Indonesia baik di level eksekutif dan leg-
islatif, menjadi pemimpin yang merangkul, men-
gayomi, dan mewujudkan kesejahteraan seluruh 
rakyat Indonesia (Welfare State). Bahwa Tujuan 
didirikan Partai tercantum di dalam Q.S. Al. An-
biya’[21] ayat 107 yang artinya:
“Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain un-
tuk membawa amanat persaudaraan dalam ke-
hidupan” (Q.S. Al-Anbiya’ [21] : 107).
Selain itu dalam hukum Islam untuk mewujud-
kan masyarakat yang seimbang dan tumbuhnya 
kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidu-
pan kemasyarakatan tentunya pemerintah di sini 
sangat penting artinya, karena berlaku adil dalam 
melaksanakan kekuasaan menjamin kemantapan 
hukum yaitu menetapkan hukum di antara manu-
sia sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan 
dan disepakati bersama.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 
dalam penelitian ini penulis ingin meneliti secara 
spesifik terkait Verifikasi Partai Politik , maka dalam 
penelitian ini penulis mengambil judul “Verifikasi 
Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum Perspektif Keadilan Dalam  Hukum Islam”
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian ke-
pustakaan (library research) yang bermaksud 
mengumpulkan berbagai data dan informasi 
yang berhubungan dengan verifikasi partai poli-
tik peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
Perspektif Keadilan dalam hukum Islam. Bahan 
hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 
otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan 
hukum primer terdiri atas peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadi-
lan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan 
pengkajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 Tentang Pemilihan Umum yang berkaitan 
dengan verifikasi partai politik peserta pemilu Per-
spektif Keadilan dalam hukum Islam. Bahan hu-
kum sekunder merupakan data yang secara lang-
sung mendukung data primer. Sumber data ini 
diperoleh dari buku-buku atau literatur, dokumen-
dokumen resmi, dan bahan lain yang berhubun-
gan dengan objek yang diteliti yang dapat me-
lengkapi sumber data sekunder. Apabila diingat 
akan hirearki data primer dan sekunder terhadap 
situasi yang sebenarnya maka data primer lebih 
dekat dengan situasi yang sebenarnya dari pada 
sekunder. Analisa bahan hukum adalah proses 
penyederhanaan bahan hukum kedalam bentuk 
yang lebih mudah dibaca dan diimpretasikan.3
Data awal yang telah diperoleh tentunya masih 
bersifat mentah belum dapat diambil sebuah kes-
impulan yang dapat menjelaskan objek penelitian 
untuk dapat diambil sebuah kesimpulan maka 
perlu dianalisis, yaitu dengan cara memaknai dan 
mengkaji data tersebut sebagai bahan pertimban-
gan untuk penarikan kesimpulan. 
Pembahasan
Efesiensi Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 Tentang Pemilihan Umum 
Dalam persiapan menghadapi pemilu, ada be-
berapa hal yang perlu dipenuhi oleh sistem pe-
milu dan perlu disadari oleh berbagai pihak teru-
tama oleh partai politik itu sendiri: Hal yang perlu 
dipenuhi tersebut diantaranya adalah bahwa pe-
milu harus dapat memenuhi aspek keterwakilan 
(Representativeness) dalam tiga artian, yaitu:
1. keterwakilan bagi seluruh kelompok masyara-
kat, terutama kelompok minoritas, dalam lem-
3Masri singarimbun dan Sofyan Efendi (ed), Metode Penelitian Survey, ( 
Jakarta : LP3ES, 1989) h. 263
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baga-lembaga perwakilan.
2. Keterwakilan dalam Keadilan (Fairness) 
yang berarti, bahwa representasi merupakan 
pendekatan cerminan kekuatan kepentingan 
dan politik masyarakat dalam lembaga-lem-
baga perwakilan.
3. Keterwakilan dimana rakyat dapat mempen-
garuhi proses penentuan calon terjalinnya 
hubungan antara pemilih dengan anggota 
lembaga perwakilan rakyat.
Efektivitas sistem pemilu tersebut akan diukur 
dari apakah sistem pemilu itu mempersembahkan 
satu sistem politik yang stabil atau tidak. Sebab 
melalui pemilu yang diharapkan oleh masyara-
kat adalah terjadinya peningkatan yang signifikan 
terhadap stabilitas pemerintah serta peningkatan 
dalam legitimasi perwakilan politik, sekaligus de-
mokrasi itu sendiri. Selanjutnya legitimitasi hasil 
pemilu akan menjelaskan secara transparan apak-
ah hasil pemilu dan sistem pemilu secara umum 
dapat diterima, apakah satu sistem pemilu itu me-
nyatukan atau memecah belah masyarakat.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum yang diuji saat ini merupakan 
landasan hukum bagi pemilihan umum serentak, 
dan karenanya adalah logis menurut penalaran 
yang wajar jika pengaturan dalam Undang-Un-
dang a quo adalah pengaturan yang mengubah 
atau memperbaiki bahkan mencabut ketentuan 
dalam undang-undang lainnya sepanjang berke-
naan dengan pemilihan umum dalam kaitannya 
sebagai landasan hukum pemilu serentak, antara 
lain termasuk perbaikan pengaturan kelembagaan 
yang melaksanakan pemilihan umum.
1. Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu  Yang 
Efektif Dan Eﬁ sien
Bahwa Undang-Undang Pemilu telah mene-
tapkan tahapan penyelenggaraan pemilu yang 
harus dilalui oleh Partai Politik untuk dapat men-
jadi peserta pemilu, yaitu tahapan pendaftaran 
dan verifikasi Peserta Pemilu (vide Pasal 167 ayat 
(4) huruf c). Untuk mewujudkan Pemilu yang 
efektif dan efisien maka model pendaftaran dan 
verifikasi terhadap partai Politik dibedakan men-
jadi dua cara, dimana Partai Politik yang telah 
ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU di Pemilu 
sebelumnya tidak lagi di verifikasi ulang namun 
hanya dilakukan verifikasi administrasi untuk do-
kumen persyaratan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 177 dan kemudian langsung ditetapkan se-
bagai Partai Politik Peserta Pemilu. Bahwa secara 
prinsip, seluruh partai yang akan menjadi peserta 
pemilu tetap dilakukan verifikasi, baik terhadap 
Partai Politik lama maupun terhadap Partai Poli-
tik baru. Namun bentuk verifikasinya berbeda. 
Bahwa dapat dikatakan bahwa ketentuan norma 
a quo, bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan 
pemilu yang efektif dan efisien.
2. Mewujudkan Sistem Partai Politik yang 
baik
Sistem politik Indonesia telah menempatkan 
Partai Politik sebagai pilar utama penyangga de-
mokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai 
Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai 
Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan 
sebuah Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan 
fungsional. Dengan kondisi Partai Politik yang se-
hat dan fungsional, maka memungkinkan untuk 
melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses 
pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol so-
cial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik 
dan konsensus dapat tercapai guna mendewa-
sakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lan-
tas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, 
tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna 
menciptakan partai yang sehat dan fungsional.
Salah satu fungsi partai Politik adalah melaku-
kan mobilisasi pemilih. Melalui mobilisasi politik 
(menghimbau untuk bertindak, mengerahkan) 
partai politik melibatkan warganegara ke dalam 
kehidupan publik. Tujuan mobilisasi politik me-
liputi tiga bidang: untuk mengurangi ketegangan 
sosial yang dimunculkan oleh kelompok yang di-
kerahkan, untuk mengelaborasi program dalam 
rangka memperoleh suara bagi partai, dan untuk 
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membangun suatu struktur kelompok yang dapat 
dijadikan referensi bagi partai politik. Tujuan dari 
semua mobilisasi politik adalah untuk mencapai 
suatu efek baik dari aspek-aspek diatas, sehingga 
dapat memastikan posisi yang lebih baik untuk 
mobilisasi partai politik. Mobilisasi dalam kajian 
ini ditujukan pada usaha-usaha partai politik un-
tuk menggerakkan pemilih agar melakukan tinda-
kan politik berupa pemberian suara.
3. Menegakkan Keadilan Bagi Setiap Partai 
Politik 
Verifikasi partai politik yang mana mengharus-
kan semua partai politik untuk dilakukanya verifi-
kasi. Sehingga Komisi Pemilihan Umum melaku-
kan perubahan Peraturan KPU dengan Nomor 12 
Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 
Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan 
Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Kabupaten / Kota.
Lon Fuller dalam bukunya, The Morality of 
the Law (Moralitas Hukum) menyatakan bahwa 
cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-
aturan bersifat adil. Adapun prinsip-prinsip se-
bagai pedoman dalam pembuatan hukum, agar 
supaya sifat adil daripada aturan-aturan hukum 
dapat digalakkan, antara lain, bahwa dalam hukum 
harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-
ubah setiap waktu, sehingga orang tidak bisa lagi 
mengorientasikan kegiatannya kepadanya.4
4. Untuk Penyedarhanaan Partai Politik
Partai politik dapat menjadi calon peserta pe-
milu anggota DPR, dan DPRD tahun 2019 dengan 
mengajukan pendaftaran kepada KPU, setelah lo-
los verifikasi dan disahkan menjadi badan hukum 
oleh Departemen hukum dan HAM, yang dilaku-
kan oleh kepengurusan pimpinan partai politik 
tingkat pusat. Untuk menjadi peserta pemilihan 
umum (pemilu) partai politik harus mengajukan 
pendaftaran kepada KPU dengan memenuhi per-
syaratan yang telah ditentukan.
Mengingat demikian strategisnya posisi KPU, 
dapat dimengerti pentingnya arti, juga besarnya 
harapan yang dicurahkan bangsa ini kepada KPU 
yang membuat aturan-aturan pemilu, memper-
siapkan dan melaksanakannya untuk pemilihan 
legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, 
serta memberikan catatan yang obyektif dan jujur 
tentang hasil-hasil Pemilu tersebut.5
Bahwa verifikasi terhadap kantor, kepenguru-
san, dan keanggotaan untuk mempermudah bagi 
KPU untuk berkomunikasi dengan partai politik 
yang bersangkutan baik di tingkat pusat maupun 
daerah. Pada faktanya sudah bukan rahasia lagi 
kantor, kepengurusan, dan keanggotaan suatu 
partai politik di daerah diibaratkan hidup segan 
mati tak mau. Ketika partai politik tersebut tidak 
mewakiliki keterwakilan di DPR RI, DPRD Provin-
si dan DPRD Kabupaten/Kota aktifitas partai poli-
tik tersebut bisa dikatakan berhenti pasca Pemilu 
dan baru mulai kembali ketika Pemilu berikutnya 
akan diselenggarakan. Sehingga pada saat akan 
pemilihan setiap partai politik harus diverifikasi 
baik yang sudah lolos di tahun – tahun sebelum-
nya maupun yang baru agar tidak munumpuk 
partai-partai tersebut dan menyeleksi apakah par-
tai tersebut layak atau tidak untuk mengikuti pe-
milihan umum yang akan dating sesuai undang-
undang yang berlaku.
5. Menciptakan Kader Partai  yang berkuali-
tas
Partai politik dituntut harus mampu melahirkan 
anggota-anggota legislatif yang berkualitas dan 
mengerti akan segala aspirasi masyarakat. Untuk 
menciptakan kader-kader yang berkualitas terse-
but, partai politik harus menjalankan fungsinya 
dengan baik, terutama fungsi rekrutmen politik. 
Rekruitmen politik yakni seleksi dan pengangkatan 
seseorang atau kelompok untuk melaksanakan se-
4A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkemban-
gan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 
1990), h. 61-62
5Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yo-
gyakarta, UII Press, 2007), h. 174-175.
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jumlah peran dalam sistem politik pada umumnya 
dan pemerintah pada khususnya.
Bahkan Transparansi Internasional dalam rilis 
survei terbarunya mengingatkan bahwa Parpol 
masih menjadi salah satu terkorup di negeri ini. 
Belum ditambah lagi, dengan sikap-sikap non 
populis lainnya yang sering dipertontonkan oleh 
wakil rakyat di media massa. Tidur saat sidang, 
nitip absen, jalan-jalan ke luar negeri, dan berb-
agai bentuk skandal lainnya.
Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Berdasar-
kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ten-
tang Pemilihan Umum Perspektif Keadilan dalam 
Hukum Islam
Syari’at Islam yang diturunkan dari Allah Swt 
telah menanamkan dasar keadilan dalam ma-
syarakat muslim yang tidak ada duanya, yang 
tidak dikenal oleh masyarakat manusia dalam se-
jarah mereka dahulu, dan tidak sampai kepadan-
ya dalam sejarahnya sekarang. Hal ini karena ia 
mengaitkan terealisasinya keadilan dengan Allah 
Swt, Allah lah yang memerintah untuk berbuat 
adil, dan Dialah yang mengawasi pelaksanaannya 
dalam kehidupan nyata, Dia yang memberi paha-
la bagi yang melaksanakannya, dan menjatuhkan 
siksa bagi yang mengabaikannya dalam segala 
situasi dan kondisi. 
Keadilan berarti yang bertalian dengan tugas 
pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, 
yaitu memberikan kepada yang bersangkutan 
- konkritnya kepada yang mohon keadilan apa 
yang menjadi haknya atau apa hukumnya. Dalam 
hakim atau pengadilan memberikan kepada yang 
bersangkutan tentang apa haknya atau hukumnya 
selalu dipergunakannya atau mendasarkannya 
pada hukum yang berlaku yang tidak lain berarti 
melaksanakan dan mempertahankan hukum atau 
menjamin ditaatinya hukum materiil dengan pu-
tusan.6
Didalam alquran manusia diperintahkan untuk 
berbuat adil di antara sesama dan di dalam mene-
6Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan perundang-undangan-
nya Sejak Tahun 1942 dan Apakah Manfaat Bagi Kita  Bangsa  Indonesia, 
(Yogyakarta : Liberty, 1983), h. 2-3.
tapkan keputusan, apalagi KPU yang selanjutnya 
menjadi pembahasan tesis ini sebagai lembaga 
yang punya kewenangan untuk melakukan verifi-
kasi dan menetapkan partai politik peserta Pemilu 
untuk berbuat adil hukumnya wajib, proses verifi-
kasi partai politik peserta Pemilu yang dilakukan 
oleh KPU harus berpedoman pada prinsip-prinsip 
keadilan, kesamaan di hadapan hukum dan ber-
sih dari praktek money politic, sebagaimana yang 
difirmankan oleh Allah di dalam alquran surah 
An-Nisa [4]  ayat 58, yang artinya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Ber-
laku adil dan berbuat kebajikan, memberi ke-
pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusu-
han. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.”
Proses verifikasi partai politik peserta Pemilu di 
Indonesia, melalui dua tahapan yakni penelitian 
administratif dan verifikasi faktual. Penelitian ad-
ministratif berkenaan dengan persyaratan partai 
politik menjadi peserta Pemilu adalah pemerik-
saan terhadap bukti tertulis yang berkaitan erat 
dengan keabsahan pemenuhan persyaratan par-
tai politik menjadi peserta Pemilu secara admi-
nistratif sedangkan verifikasi faktual berkenaan 
dengan persyaratan partai politik menjadi peserta 
Pemilu adalah pemeriksaan dan pencocokan ter-
hadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan 
erat dengan keabhsahan pemenuhan persyaratan 
partai politik menjadi peserta Pemilu secara fak-
tual. Penelitian partai politik yang dimaksud disini 
adalah penelitian pemenuhan syarat partai politik 
untuk menjadi calon peserta Pemilu anggota DPR, 
DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota 
tahun 2019.
Untuk definisi yang kedua inilah sebenarnya 
fokus pembahasan. Partai politik dituntut ha-
rus mampu melahirkan anggota-anggota legis-
latif yang berkualitas dan mengerti akan segala 
aspirasi masyarakat. Untuk menciptakan kader-
kader yang berkualitas tersebut, partai politik ha-
rus menjalankan fungsinya dengan baik, terutama 
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fungsi rekrutmen politik. Rekruitmen politik yakni 
seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelom-
pok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam 
sistem politik pada umumnya dan pemerintah 
pada khususnya.7
Hukum tidak boleh membedakan perlakuan 
terhadap setiap parpol, baik yang telah memiliki 
kursi di DPR RI maupun yang baru didirikan. UU 
Partai Politik jelas tidak membedakan apakah par-
tai itu ”lama” atau ”baru”, dan juga tidak mem-
bedakan pula apakah partai itu sudah memiliki 
kursi di DPR atau belum memiliki kursi di DPR. 
Acu-annya sama, yaitu telah mendaftarkan seb-
agai peserta Pemilu.  Dalam hal adanya Undang-
Undang yang membedakan perlakuan antara 
satu partai dengan partai-partai lainnya, jelas dan 
tegas telah melanggar atau bertentangan dengan 
asas “semua parpol sama di hadapan hukum” 
dan prinsip ”Negara melalui Undang-Undang 
wajib memperlakukan sama, sedera-jat, dan adil 
bagi semua parpol”. Dalam masyarakat muslim 
manusia sama di hadapan undangundang dan 
hukum, dan dalam hak menduduki kedudukan 
umum. Islam telah memberikan contoh sejak 
awal bagi persamaan antara undang-undang dan 
hukum.
Dalam masyarakat muslim manusia sama di 
hadapan undangundang dan hukum, dan dalam 
hak menduduki kedudukan umum. Islam telah 
memberikan contoh sejak awal bagi persamaan 
antara undang-undang dan hukum. Rasulullah 
telah mengajarkan para sahabatnya melalui se-
jarah beliau bersama sahabat, dan pengarahan 
belian bagaimana mereka menghormati hak 
pendakwa dalam menuntut haknya walaupun 
ia menuntutnya dengan cara kasar. Buah keadi-
lan dan persamaan di antara buah keadilan dan 
persamaan dalam masyarakat muslim adalah: ke-
sempatan yang sama, memimpin mereka dengna 
adil, dan membukukan jalan agar bisa dimasuki 
oleh setiap manusia yang hidup di dalamnya, 
berpartisipasi dalam membangun peradaban 
manusia muslim sesuai dengan kemampuan dan 
bakatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW : 7Cholisin, dkk. Dasar –Dasar Ilmu Politik, (Yogyakarta: UNY Press, 
2007), h. 113.
Dari  Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw 
bersabda: Tiga orang yang do’a mereka tidak 
tertolak, yaitu; seorang yang berpuasa hingga 
berbuka, seorang imam (penguasa) yang adil 
dan do’anya orang yang di dzalimi. Allah 
akan mengangkat do’anya ke atas awan, dan 
membukakan baginya pintu-pintu langit, se-
raya berfirman: Demi kemuliaan-Ku, sungguh 
Aku akan menolongmu meski beberapa saat 
lamanya (Hadis hasan, diriwayatkan oleh al-
Tirmizi, hadis no. 3522; dan Ibn Majah, hadis 
no. 1742. al-Tirmizi berkata: Hadis ini hasan.)
Dalam hal dibentuknya suatu norma ditujukan 
atau dimaksudkan hanya menguntungkan secara 
sepihak dan subjektif dari pihak yang memben-
tuknya, dengan tanpa memperhatikan kepentin-
gan pihak-pihak yang terkena hukum tersebut, 
maka jelas norma tersebut telah melanggar dan 
bertentangan dengan ”asas keadilan”, ”asas kesa-
maan”, dan ”asas kejelasan tujuan” sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 UU No 12/2011. 
Dalam konteks materi Pasal 173 ayat (3) UU Pe-
milihan Umum yang pada intinya menyatakan 
bahwa parpol yang sudah diverifikasi pada saat 
Pemilu sebelumnya atau parpol yang me-miliki 
kursi di DPR RI periode 2014-2019 tidak perlu di-
lakukan verifikasi, cukup hanya mendaftar, maka 
norma Pasal 173 ayat (3) tersebut jelas telah 
bertentangan  prinsip negara hukum dan prinsip 
pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang baik.
Berkenaan dengan penyelenggaraan Pe-
milu, diatur kegiatan penyelenggaraannya oleh 
Komisi Pemilihan Umum yang antara lain men-
gatur mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pe-
milu, dalam Pasal 167 ayat 4 huruf c, yakni ad-
anya pendaftaran dan verifikasi serta pene-tapan 
peserta Pemilu. Ketentuan ini bermakna bahwa 
setiap parpol yang akan ikut serta da-lam Pemilu 
wajib melakukan pendaftaran dan verifikasi untuk 
kemudian apabila memenuhi semua persyaratan, 
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akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Apabila 
tidak dilakukan pendaftaran dan verifikasi kepada 
semua/setiap calon peserta Pemilu, harus din-
yatakan bahwa calon peserta Pemilu yang tidak 
melakukan pendaftaran dan verifikasi adalah ca-
cat hukum administrasi ke Pemiluan. Pelaksanaan 
tugas dan kewenangan verifikasi partai politik di-
laksanakan paling lambat 9 bulan sebelum hari/
tanggal pemungutan suara. Dengan tetap menga-
cu pada asas penyelenggaraan Pemilihan Umum 
yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, ter-
tib, terbuka, proporsionalitas, professional, akunt-
abilitas, efesien, dan efektif.
Asas-asas tersebut kalau dilihat sama seperti 
asas-asas universal yang direkomendasikan oleh 
Islam di dalam menjalankan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. KPU sebagai lembaga penyeleng-
gara Pemilihan Umum yang melaksanakan verifi-
kasi terhadap partai politik calon peserta pemilu 
harus memperlakukan partai-partai politik yang 
ada dengan adil, persamaan dihadapan hukum, 
bebas dari intervensi, amanah,transparan dan 
penuh tanggungjawab sehingga tidak ada perbe-
daan antara partai politik penguasa atau pemerin-
tah dan partai politik oposisi. Dalam alquran Allah 
Swt memerintahkan kepada manusia untuk ber-
laku adil baik sebagai individu atau sebagai pe-
mimpin umat apalagi sebagai pemimpin lembaga. 
Berlaku adil harus dilakukan tanpa pandang bulu, 
kedudukan dan Latarbelakang partainya. 
Partai politik yang lulus verifikasi ditetapkan se-
bagai peserta pemilu oleh KPU dan penetapannya 
sebagai peserta pemilu dilakukan dalam siding 
pleno KPU, begitu juga dengan penetapan nomor 
urut dilakukan secara undi dalam sidang pleno 
KPU yang terbuka dan dihadiri oleh wakil seluruh 
partai politik peserta pemilu dan setelah itu diu-
mumkan kepada publik. Mekanisme pengambilan 
keputusan KPU di dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya dilakukan melaui rapat pleno. 
Jenis Rapat pleno dalam KPU terdiri dari rapat 
pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. Seperti 
penjelasan di atas KPU untuk menetapkan hasil 
pemilu dan rekapitulasi pengitungan suara dilaku-
kan dalam rapat pleno memperjuangkan aspirasi 
politiknya. 
Melihat tugas dan kewenangan serta me-
kanisme pengambilan keputusan KPU sekaligus 
perekrutan anggotanya tersebut, kalau dianalisis 
dengan praktek politik atau pemerintahan dalam 
sejarah pemerintahan Islam, kita akan menemu-
kan lembaga ahl al-hall wal-aqd atau ahl al-syura 
yang memiliki tugas untuk melakukan verifikasi 
dan menetapkan calon-calon pengganti khalifah.
Kesimpulan
1. Dengan adanya verifikasi partai politik  sudah 
efisien karena penyederhanaan partai politik 
yang dilakukan oleh KPU dapat dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undan-
gan yang berlaku. Partai-partai yang mengi-
kuti Pemilu adalah partai yang telah memi-
liki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan 
persyaratan tertentu yang digunakan sebagai 
tolak ukur kepercayaan rakyat terhadap par-
tai-partai tersebut. Secara prinsip seluruh Par-
tai yang mengukuti Pemilu mutlak dilakukan 
verifikasi, baik terhadap partai lama maupun 
partai yang baru, namun bentuk verifikasinya 
yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah 
sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil 
terhadap partai peserta pemilu namun lebih 
pada percepatan proses, efisiensi dan efekti-
vitas proses verifikasi.
2. Prosedur verifikasi partai politik sudah sesuai 
dengan keadilan perspektif hukum Islam yai-
tu dengan pemberian hak yang sama dalam 
pengujian kelayakan partai politik untuk 
menjadi peserta pemilu 2019 dengan per-
timbangan adanya kesetaraan posisi partai 
politik. Peserta pemilu 2019 baik partai poli-
tik lama maupun baru harus diverifikasi tanpa 
diskriminasi dan perlakuan serta kedudukan 
yang sama dalam partisipasi pemerintahan 
dan pengelolaan negara yang dijamin kon-
stitusi. Verifikasi partai politik telah meletak-
kan sesuatu pada tempatnya dengan adanya 
putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan 
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ketentuan hukum dan semua parpol telah 
melewati tahapan dalam verifikasi dengan 
menjalani penelitian kepengurusan, keter-
wakilan 30% pengurus perempuan dan do-
kumen domisili kantor yang diperiksa oleh 
KPU. Secara substansi sudah terarah dan ter-
ukur dengan dilaksanakannya verifikasi par-
pol secara menyeluruh. Semua partai politik 
yang telah memenuhi syarat dan data status 
kepengurusan yang sudah tercantum dalam 
berita acara rekapitulasi Nasional hasil peneli-
tian administrasi dan verifikasi kepengurusan 
peserta sudah layak menjadi peserta pemilu 
2019.
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